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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui persepsi petani terhadap pengelolaan hutan 

kemasyarakatan di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan (2) Mengetahui sikap petani terhadap 

pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik survey dan wawancara langsung. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota 

Kelompok Tani Hutan yang berperan serta dalam pengelolaan hutan di Desa Pela. Penentuan daerah 

penelitian menggunakan purporsive sampling sebagai sampel yakni Desa Pela. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil menunjukan bahwa: (1) Persepsi petani terhadap 

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela berada pada kategori Baik. Petani menyambut positif 

terhadap keberadaan HKm di Desa Pela. Hal tersebut menjadikan petani sangat kooperatif dan bersedia 

untuk diajak kerjasama untuk mengelola HKm pada Desa Pela. (2) Sikap petani terhadap pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan di Desa Pela berada pada kategori Setuju. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela 

memberikan dampak posistif bagi kehidupan sosial dan ekonomi petani dengan fasilitas yang tersedia guna 

meningkatkan fungsi dan manfaat pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan pertanian 

di Desa Pela. 

  
Kata Kunci: Persepsi, Sikap, Hutan Kemasyarakatan. 

 

ABSTRACT 

 This study aims to (1) Identify farmers' perceptions of community forest management in Pela 

Village, Monta Subdistrict, Bima Regency and (2) Identify farmers' attitudes towards community forest 

management in Pela Village, Monta Subdistrict, Bima Regency. The research method used in this research is 

descriptive method. While data collection techniques using survey techniques and direct interviews. The unit 

of analysis in this study was members of the Forest Farmers Group who participated in forest management in 

Pela Village. Determination of the research area using purporsive sampling as a sample, namely Pela 

Village. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The types of data used 

in this research are quantitative data and qualitative data. The results show that: (1) Farmers' perceptions of 

Community Forest management in Pela Village are in the Good category. Farmers positively welcomed the 

existence of HKm in Pela Village. This makes farmers very cooperative and willing to work together to 

manage HKm in Pela Village. (2) Farmers' attitudes towards Community Forest management in Pela Village 

are in the Agree category. The existence of Community Forests in Pela Village has a positive impact on the 

social and economic life of farmers with facilities available to improve the functions and benefits of 

Community Forest management in supporting agricultural activities in Pela Village 

 
Keywords: Perception, Attitude, Community Forest. 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Indonesia adalah sebuah negara besar yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau 

sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Kawasan daratan sisanya 

berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). 

Kawasan Hutan diklasifkasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi 

areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) 

meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 

5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi 

perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 

persen (Agung, dkk, 2018). 

Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan 

masyarakat di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang 

kebijakan ini sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama 

ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, 

budaya dan ekonomi (Khaeruddin, 2018). 

Dalam pengelolaan hutan persepsi petani perlu diketahui agar dapat mewujudkan 

motivasi dan sikap aktif dari petani dalam mengelola hutan setempat sehingga mampu untuk 

menjaga keseimbangan alam disekitarnya. Untuk lebih menjamin keberhasilan pengelolaan 

hutan bukan hanya dibutuhkan keseragaman (homogen) dalam hal angkatan kerja saja tetapi 

juga keseragaman persepsi terhadap hutan, karena persepsi akan berpengaruh pada 

pembentukkan pola pikir (mindset) dan sikap petani. Persepsi merupakan kesan yang pertama 

untuk mencapai suatu keberhasilan dan dari persepsi seseorang akan mempengaruhi proses 

belajar (minat) dan mendorong individu untuk melaksanakan sesuatu (motivasi) untuk belajar 

sehingga membentuk sikap seseorang terhadap fenomena yang sedang terjadi (Ali et al, 

2018). 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui persepsi petani terhadap 

pengelolaan hutan kemasyarakatan. (2) Untuk mengetahui sikap petani terhadap pengelolaan 

hutan kemasyarakatan. 

 

 

 



 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik survey dan wawancara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang 

berperan serta dalam pengelolaan hutan di Desa Pela. Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara ”Purporsive Sampling” yaitu di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima, 

sedangkan penentuan jumlah responden dilakukan secara Sensus dengan mengambil 

pengurus dan semua anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Wadu Me’e. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Analisis data dalam penelitian dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh 

melalui hasil quisioner dan wawancara kemudian dideskripsikan dengan cara menggunakan 

analisis persentase untuk menghitung persentase jawaban yang diberikan responden. Data 

yang dikumpulkan dari penelitian ini terutama data yang diperoleh dari rekapitulasi 

responden kemudian diolah dan dianalisi secara deskriptif. 

Untuk mengetahui persepsi dan sikap petani terhadap pengelolaan hutan 

kemasyarakatan maka di lakukan pengukuran dengan menggunakan metode skoring sebagai 

berikut: 

 

Skor maksimum = Σ Item penilaian x Σ Skor Tertinggi  

Skor minimum  = Σ Item penilaian x Σ Skor Terendah   

 

Selanjutnya untuk mengetahui interval skor dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Karakteristik Responden 

Umur Responden 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden kisaran pada umur 

produktif. Untuk lebih jelasnya adapun sebaran responden menurut kisaran umur dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur pada anggota Kelompok Tani Hutan 

  Wadu Me’e Di Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tahun 2022. 

No 
Kisaran umur 

(Tahun) 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. 27 – 41 12 28 

2. 42 – 56 26 60 

3. >56 5 12 

Jumlah  43 43 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa umur responden terendah yaitu diatas 

56 tahun sedangkan umur responden tertinggi yaitu kisaran umur 42- 56 tahun. Rata-rata 

umur responden adalah 40 tahun keatas, jadi dapat dikatakan bahwa sekitar 88% dari jumlah 

responden berada pada usia produktif. 

Jenis Kelamin Responden 

Jumlah responden laki-laki dan perempuan pada penelitian ini jauh berbeda. Untuk 

lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Anggota Kelompok 

  Tani Hutan Wadu Me’e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

 

No.  Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Laki-laki 38 88 

2. Perempuan 5 12 

Jumlah   43 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 88% 

atau 38 orang. Sedangkan responden perempuan sebanyak 12% atau 5 orang. Pada umumnya 

yang memiliki lahan pertanian adalah laki-laki, sedangkan perempuan biasanya hanya 

menjadi tenaga kerja tambahan dalam kegiatan berusahatani. Hal ini dapat dibuktikan saat 

dilokasi penelitian bahwa mayoritas perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah 

atau mengolah keuangan rumah tangga. 

 



 

 

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan yang dimilik responden akan menunjukkan tingkat pengetahuan 

serta wawasan yang luas dalam pemahamannya terhadap pengelolaan hutan. Untuk lebih 

jelasnya mengenai tingkat responden  dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Kelompok 

  Tani Hutan Wadu Me’e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima Tahun 

              2022. 

No. Tingkat pendidikan 
Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1. Tidak Sekolah 5 12 

2. Tidak Tamat Sekolah 1 2 

3. Tamat SD 5 12 

4. Tidak Tamat SMP 5 12 

5. Tamat SMP 12 28 

6. Tidak Tamat SMA 9 21 

7. Tamat SMA 5 12 

8. Perguruan Tinggi 1 2 

Jumlah   43 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2022  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak berada 

pada tamatan SMP sebesar 28% atau sebanyak 12 responden dan tingkatan pendidikan paling 

sedikit berada pada tamatan perguruan tinggi yaitu sebesar 2% atau 1 responden. Pada 

dasarnya, tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara berpikir 

seseorang dalam menyimpulkan sesuatu. Namun pada penelitian ini tingkat pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan sikap petani terhadap pengelolaan hutan. 

Jenis Pekerjaan Responden 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki pekerjaan utama dan 

sampingan. Jenis pekerjaan responden sebagian besar adalah petani baik pada jenis pekerjaan 

utama maupun sampingan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Kelompok Tani Hutan 

  Wadu Me’e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. Uraian 

Pekerjaan Utama Pekerjaan Sampingan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

1. Petani 39 88 4 45 

2. Buruh Tani - - 3 27 

3. Supir 2 5 - - 

4. IRT - - 4 27 

5. Ojek - - 1 2 

6. Honorer 1 2 - - 

7. Penjual Ikan  1 2 - - 

Jumlah    43 100 12 100 
 Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden memiliki pekerjaan yang terdiri dari 2 

(dua) macam pekerjaan yaitu pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Responden yang 

memiliki pekerjaan utama sebagai petani yaitu sebesar 88% dan pada pekerjaan sampingan 

sebesar 45%. Data di atas menunjukkan sebagian besar responden bekerja pada bidang 

pertanian karena berdasarkan data tentang jumlah penduduk Desa Pela dari total penduduk 

sebanyak 2,948 jiwa dengan status pekerjaan sebagai petani sebanyak 814 orang. 

Luas Lahan Responden 

Luas lahan petani adalah areal kerja petani yang dinyatakan dalam satuan Hektar Are 

(Ha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani memiliki lahan seluas 2 Ha. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Lahan pada Kelompok Tani Hutan 

  Wadu Me’e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. 
Luas Lahan 

(Ha) 

Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. 2 41 95 

2. >2 2 5 

Jumlah   43 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki lahan seluas 2 Ha. 

Luas penguasaan lahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan berusahatani, 

luas lahan yang dimilki petani akan berpengaruh terhadap persepsi dan sikap petani terhadap 

pengelolaan hutan kemasyarakatan. 

Status Lahan Responden 

Status kepemilikan lahan yang dikelola petani pada kawasan Hutan Kemasyarakatan 

Desa Pela adalah Hak Pakai. Berdasarkan pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah hak 

untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara 



 

 

atau tanah milik orang lain. Hak pakai ini timbul berdasarkan keputusan pemberiannya oleh 

pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. 

Hak Pakai pada lahan Hutan Kemasyarakatan kawasan Pela berlaku selama 35 tahun dan 

dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dalam skema hutan kemasyarakatan dengan bentuk 

perhutanan sosial, melalui surat keputusan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

yang tertuang dalam SK (surat keputusan) nomor 1. 

Pengalaman Berusahatani Responden 

Pengalaman yang dimaksud adalah lamanya petani melakukan kegiatan berusahatani. 

Secara umum, rata-rata petani memiliki pengalaman selama 15-45 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengalaman berusahatani yang dimiliki petani sudah cukup lama dalam 

mengelola usahataninya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Berusahatani pada Kelompok 

  Tani Hutan Wadu Me’e Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. Pengalaman Berusahatani 
Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. <15 12 28 

2. 15-45 30 70 

3. >45 1 2 

Jumlah   43 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kisaran pengalaman berusahatani 

responden terbanyak adalah 15-45 tahun atau sebanyak 30 responden (70%), pengalaman 

berusahatani paling sedikit yaitu pada kisaran >45 tahun hanya ada 1 responden (2%) dan 

pada kisaran <15 tahun sebanyak 12 orang (28%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa petani 

anggota kelompok tani Wadu Me’e memiliki pengalaman yang cukup dalam berusahatani. 

Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

Persepsi dalam pengkajian ini terdiri dari empat indikator yaitu ketetapan areal kerja 

HKm, pemberian izin, rencana kerja pengelolaan HKm dan pembinaan. Setiap responden 

memiliki jawaban yang hampir sama dalam mempersepsikan pengelolaan hutan 

kemasyarakatan. Selanjutnya responden diminta memberikan jawaban atau respon terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, lalu dilakukan perhitungan jumlah skor 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kategori tingkat persepsi dibagi menjadi 3 yaitu: baik, 

kurang baik dan tidak baik. 

Berikut ini disajikan hasil capaian skor Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan Di Desa Pela Kecamatan Monta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 



 

 

Tabel 7. Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Pela 

  Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. Indikator Persepsi Capaian Skor 

1. Ketetapan areal kerja HKm 9 

2. Pemberian izin  12 

3. Rencana kerja pengelolaan HKm 9 

4. Pembinaan 12 

Jumlah   42 

Kategori  Baik  

Sumber: Data Primer Diolah, 2022  

Berdasarkan penjumlahan skor pertanyaan untuk persepsi petani terhadap pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan didapatkan skor sebanyak 42 yang artinya persepsi petani berada 

pada kategori baik. Petani telah memiliki persepsi yang benar terhadap pengelolaan hutan 

kemasyarakatan dengan mendukung keberadaannya dan pengelolaannya. Pernyataan tersebut 

didukung kareana petani telah mengetahui fungsi utama keberadaan hutan kemasyarakatan 

dan petani memahami bahwa keberadaan hutan kemasyarakatan memberikan dampak positif 

terhadap lingkungannya.  

Ketetapan Areal Kerja HKm 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap ketetapan areal kerja 

yang meliputi: keberadaan HKm, pembentukan dan penguatan kelompok tani dan ketetapan 

areal kerja HKm berada pada kategori Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 8. Persepsi Petani Terhadap Penetapan Areal Kerja HKm Di Desa Pela 

            Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. 
Penetapan Areal 

Kerja Hkm 

Kategori 

Total Baik 

(3) 

Kurang Baik 

(2) 

Tidak Baik 

(1) 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

1. Keberadaan Hkm 43 100 - - - - 43 100 

2. Pembentukkan 

Dan Penguatan 

Kelompok Tani 

38 88 5 12 - - 43 100 

3. Penetapan Areal 

Kerja Hkm 
32 74 11 26 - - 43 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 100% atau 43 responden 

menyambut positif terhadap keberadaan HKm di Desa Pela. Petani berharap bahwa program 

Hutan Kemasyarakatan memberikan dampak positif bagi anggota kelompok tani yaitu berupa 

peningkatan jumlah pendapatan yang diiringi dengan peran aktif anggota kelompok tani 



 

 

dalam mengelola hutan. Dampak positif dalam partisipasi aktif anggota kelompok tani dapat 

berupa peningkatan pendapatan usahatani yang signifikan dan berkelanjutan sehingga 

sehingga dapat menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangga petani dengan tetap 

melaksanakan prinsip kelestarian hutan. Selain berdampak positif bagi perekonomian petani, 

keberadaan HKm juga memberi dampak positif bagi anggota kelompok tani dalam 

memahami fungsi dan tujuan Hutan Kemasyarakatan dimana menjaga kelestarian hutan 

merupakan tanggung jawab petani sebagai pengelola langsung pada kawasan hutan tersebut. 

Pada indikator persepsi petani terhadap pembentukan dan penguatan kelompok tani 

yaitu sebesar 88% atau 38 responden mengatakan bahwa keberadaan kelompok tani bisa 

menjadi wadah untuk belajar mengajar bagi anggota kelompoknya guna meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan serta sikap terhadap tumbuh kembanganya kemandirian dalam 

kegiatan berusahatani dengan produktivitas yang meningkat menjadikan pendapatan 

bertambah dan menjadikan kehidupan lebih sejahtera.  

Pada indikator persepsi petani terhadap penetapan areal kerja HKm yaitu sebesar 74% 

atau 32 responden meyatakan bahwa petani mengerti dan memahami tentang manfaat dari 

hutan kemasyarakatan sehingga petani sangat kooperatif dan bersedia untuk diajak berdiskusi 

mengenai penetapan areal kerja. Manfaat terbentuknya areal kerja HKm yang dapat dirasakan 

langsung oleh petani yaitu manfaat secara sosial dan ekonomi yang beriringan dengan 

rencana-rencana strategis yang dibuat terhadap penetapan areal kerja HKm.  

Pemberian Izin 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap pemberian yang 

meliputi: ketetapan hukum, pemberian izin, hak dan kewajiban dan sanksi pelanggaran  

berada pada kategori Baik. Untuk lebih jelasnya daapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Persepsi Petani Terhadap Pemberian Izin Pengelolaan HKm Di Desa Pela 

  Kecamatan Monta Kebupaten Bima 2022. 

No. Pemberian Izin 

Kategori 

Total Baik 

(3) 

Kurang Baik 

(2) 

Tidak Baik 

(1) 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

1. Ketetapan 

Hukum 
27 63 16 37 - - 43 100 

2. Masa Berlaku 

Izin 
28 65 15 35 - - 43 100 

3. Hak Dan 

Kewajiban 
28 65 15 35 - - 43 100 

4. Sanksi 

Pelanggaran 
29 67 14 33 - - 43 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022  



 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa persepsi petani terhadap ketetapan 

hukum yaitu sebesar 63% atau 27 responden mempersepsikan bahwa penetapan hukum yang 

berlaku pada pengelolaan HKm dikawasan pela dirasa tidak memberikan dampak negatif 

bagi petani sehingga petani setuju dengan ketepan hukum yang berlaku sebagai syarat dalam 

mengelola hutan.  

Pada indikator persepsi petani terhadap masa berlaku izin dan persepsi petani 

terhadap hak dan kewajiban yakni sebesar 65% atau sebanyak 28 responden menyetujui masa 

berlaku izin yang telah ditetapkan. Jangka waktu 35 tahun sudah terbilang sangat cukup dan 

tidak ada yang merasa diberatkan mengenai hak dan kewajiban yang ditetapkan.  

Pada indikator persepsi petani terhadap sanksi pelanggaran yakni sebesar 67% atau 29 

menanggapi bahwa sebagian besar petani tidak merasa keberatan terhadap peraturan yang 

ditetapkan pemerintah karena menurut petani peraturan yang ditetapkan tidak begitu sulit 

utuk dilaksanakan. Kutipan pembicaraan responden terhadap pertanyaan mengenai 

pemberian izin “kami menerima peraturan apapun yang tetapkan oleh pemerintah asalkan 

tidak merugikan kami sebagai petani dan kami bisa tetap menanam di lahan hutan untuk 

menyambung hidup”.  

Rencana Kerja Pengelolaan HKm 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap pemberian yang 

meliputi: rencana pemanfaatan HKm, penataan hutan dan rencana operasional berada pada 

kategori Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 10. Persepsi Petani Terhadap Rencana Kerja Pengelolaan HKm Di Desa Pela 

    Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. 
Rencana Kerja 

Pengelolaan HKm 

Kategori 

Total Baik 

(3) 

Kurang Baik 

(2) 

Tidak Baik 

(1) 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

1. Rencana 

Pemanfaatan HKm 
26 60 17 40 - - 43 100 

2. Penataan Hutan 

(Penetapan Areal 

Kerja, Rencana 

Penanaman, 

Rencana 

Pemeliharaan dan 

Rencana 

Perlindungan 

26 60 17 40 -  43 100 

3. Rencana 

Operasional 

(Kegiatan-Kegiatan 

Yang Akan 

Dilaksanakan Dan 

Target Yang Akan 

Dicapai Dalam 

jangka waktu 1 

Tahun) 

26 60 17 40 - - 43 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022  

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa persepsi petani terhadap rencana 

pemanfaatan HKm yakni sebesar 60% atau 26 responden menunjukan bahwa petani sangat 

mendukung rencana pengelolaan yang sesuai dengan kaidah-kaidan yang telah ditetapkan 

oleh lembaga pengelola Hutan Kemasyarakatan terutama jika ada dukungan dari pemerintah 

yang berisfat kontinu. Petani beranggapan bahwa dengan adanya pengeloaan hutan yang 

didukung oleh pemerintah dapat lebih cepat dan akan memberikan dampak postitif terhadap 

kehidupan petani, terutama dari segi peningkatan ekonomi rumah tangga.  

Pada indikator persepsi petani terhadap penataan hutan dan rencana operasional yakni 

sebesar 60% atau 26 responden mengatakan bahwa rencana penatan dan rencana operasional 

cukup menguntungkan para petani sehingga para petani pun cukup berpartisipasi dalam 

merealisasikan hal tersebut. Rencana kerja yang dilaksanakan pada kawasan HKm di 

kawasan pela adalah menanam tanamana penunjang pokok seperti jagung dan bawang, 

menerapkan pola tanam tumpang sari di areal kerja yang diharuskan pemerintah untuk 

menjaga ekosistem hutan, kemudian bergotong royong membangun jalan di areal hutan untuk 

mempermudah akses menuju areal kerja petani.  

 



 

 

Pembinaan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap pembinaan yang 

meliputi: meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola organisasi kelompok, 

membimbing petani dalam mengajukan permohonan izin pemanfaatan areal kerja HKm, 

meingkatkan kemampuan petani dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan HKm dan 

meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan keterampilan dalam mengelola 

hutan berada pada Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 11. Persepsi Petani Terhadap Pembinaan Pengelolaan HKm Di Desa Pela 

    Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. Pembinaan 

Kategori 

Total Baik 

(3) 

Kurang Baik 

(2) 

Tidak Baik 

(1) 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

1. Meningkatkan 

Kemampuan Petani 

Dalam Mengelola 

Organisasi 

Kelompok 

29 67 14 33 - - 43 100 

2. Membimbing Petani 

Dalam Mengajukan 

Permohonan Izin 

Pemanfaatan Areal 

Kerja HKm 

29 67 14 33 -  43 100 

3. Meingkatkan 

Kemampuan Petani 

Dalam Menyusun 

Rencana Kerja 

Pemanfaatan HKm 

29 67 14 33 - - 43 100 

4. Meningkatkan 

Kemampuan Petani 

dalam 

mengembangkan 

keterampilan dalam 

mengelola Hutan 

29 67 14 33 - - 43 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022  

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa persepsi petani terhadap meningkatkan 

kemampuan petani dalam mengelola organisasi kelompok yakni sebesar 67% atau 29 

berpersepsi bahwa pembinaan yang dilakukan pendamping selama terbentuknya kelompok 

sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan penyuluh penyampaikan segala sesuatu mengenai 

masalah pertanian yang dibutuhkan oleh para petani sehingga para petani tidak merasa 

kekurangan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya pendamping petani lebih mudah 

dalam berkomunikasi dalam artian petani akan lebih mudah lagi untuk memecahkan 

masalahnya dalam kegiatan usahataninya serta hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan 

HKm.  



 

 

Pada indikator persepsi petani terhadap membimbing petani dalam mengajukan 

permohonan izin pemanfaatan areal kerja HKm yaitu sebesar 67% atau 27 responden 

perpendapat bahwa tingkat pengetahuan petani dalam pembuatan izin pengelolaan HKm 

masih kurang. Keinginan petani untuk memperoleh izin sangat tinggi namun tidak didukung 

oleh kemampuan yang memadai. Pemahaman petani hanya sebatas jika ingin memperoleh 

izin harus mengajukan proposal dan sejenisnya. Oleh karena itu, pendamping kelompok 

memiliki pera sangat penting untuk membina dan memfasilitasi anggota kelompok dalam 

mengajukan permohonan izin pemanfaatan HKm. Menurut petani, dengan adanya 

penempatan pendamping di desa sebagai fasilitator yang dapat membantu dan memberi 

arahan untuk petani cukup membantu petani dalam melakukan berbagai hal seperti pengajuan 

permohonan izin tersebut. Dengan tersedianya fasilitator, petani memiliki tempat untuk 

bertanya dan mengetahui lebih banyak hal lewat pendamping kelompok.  

Pada indikator persepsi petani terhadap meningkatkan kemampuan petani dalam 

menyusun rencana kerja pemanfaatan HKm yakni sebesar 67% atau 29 responden 

berpersepsi bahwa pendamping mampu menjad fasilitator bagi petani untuk menyusun 

sebuah rencana kerja pemanfaatan HKm. Selain sebagai fasilitator, pendamping juga 

memberikan arahan untuk meingkatkan daya minat agar berkeinginan hidup mandiri. 

Sehingga petani bisa mengetahui bahwa penyusunan rencana rencana kerja pemanfaatan 

HKm membutuhkan pendamping agar program tersebut terarah dan petani bisa memahami 

tentang HKm.  

Pada indikator persepsi petani terhadap meningkatkan kemampuan petani dalam 

mengembangkan keterampilan dalam mengelola hutan yakni sebesar 67% atau 29 responden 

mempersepsikan bahwa peran pendamping merupakan hal yang sangat penting dalam 

mensukseskan program pengelolaan HKm serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan 

memfasilitasi dan memberikan pendampingan serta motivasi kepada petani. Adanya 

pendamping mampu mempermudah petani untuk meningkatkan pemahaman petani tentang 

tata cara pengelolaan HKm yang baik.  

Sikap Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan 

Sikap dalam pengkajian ini terdiri dari dua indikator yaitu model konservasi pelestarian 

dan regulasi pemerintah. Setiap responden memiliki jawaban yang hampir sama dalam 

pertanyaan mengenai pengelolaan hutan kemasyarakatan. Selanjutnya responden diminta 

memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah di ajukan, lalu 

dilakukan perhitungan jumlah skor pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kategori tingkat persepsi 

dibagi menjadi 3 yaitu: setuju, kurang setuju dan tidak setuju. 



 

 

Berikut ini disajikan hasil capaian skor Sikap Petani Terhadap Pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan Di Desa Pela Kecamatan Monta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 12. Sikap Petani Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Pela 

    Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. Indikator Sikap Capaian Skor 

1. Model konservasi pelestarian 10 

2. Regulasi pemerintah  10 

Jumlah   20 

Kategori  Setuju 
Sumber: Data Primer Diolah, 2022 

Berdasarkan penjumlahan skor pertanyaan untuk sikap petani terhadap pengelolaan 

Hutan Kemasyarakatan didapatkan skor sebanyak 20 yang artinya persepsi petani berada 

pada kategori setuju. Dengan tingkat sikap petani yang berada pada kategori setuju, maka 

dapat dikatakan bahwa petani mendukung pengembangan dari pengelolaan hutan 

kemasyarakatan dan petani memahami pentingnya pengembangan tersebut untuk laju 

pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi petani.  

Model Konservasi Pelestarian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap petani terhadap model konservasi 

pelestarian yang meliputi: pembukaan areal hutan sebagai lahan tanaman semusim, 

penerapan pola tanam tumpang sari pada areal kerja HKm, menjaga dan mempertahankan 

kesuburan tanah dan mencegah terjadinya bencana alam berada pada kategori Setuju. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 13. Sikap Petani Terhadap Model Konservasi Pelestarian Dalam Pengelolaan HKm Di 

    Desa Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. 

Model 

Konservasi 

Pelestarian 

Kategori 

Total Setuju 

(3) 

Kurang Setuju 

(2) 

Tidak Setuju 

(1) 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

1. Pembukaan 

Areal Hutan 

Sebagai Lahan 

Tanaman 

Semusim 

43 100 - - - - 43 100 

2. Penerapan Pola 

Tanam Tumpang 

Sari Pada Areal 

Kerja HKm 

8 19 26 60 9 21 43 100 

3. Menjaga Dan 

Mempertahankan 

Kesuburan 

Tanah 

30 70 13 30 - - 43 100 

4. Mencegah 

Terjadinya 

Bencana Alam 

10 23 32 75 1 2 43 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sikap petani terhadap 

pembukaan areal hutan sebagai lahan tanaman semusim yakni sebesar 100% atau 43 

responden mengatakan bahwa seluruh anggota kelompok tani membudidayakan tanaman 

semusim seperti jagung dan bawang pada lahan yang digarap. Menurut petani, tanaman 

semusim dapat dengan cepat memberikan pemasukan atau pendapatan.  

Pada indikator sikap petani terhadap penerapan pola tanam tumpang sari pada areal 

kerja HKm yakni sebesar 26% atau 26 beranggapan bahwa penerapan pola tanam tumpang 

sari pada lahan pertanian memang cukup bagus namun petani merasa dengan menerapkan 

pola tanam tersebut akan mengurangi kapasitas lahan untuk tamanan semusim yang penjadi 

tanaman pokok yang dibudidayakan terutama bagi petani yang menanam jagung. Hal tersebut 

terjadi karena minimnya pengetahuan petani mengenai manfaat dan fungsi dari pola tanam 

tumpang sari itu sendiri.  

Pada indikator sikap petani terhadap menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah 

yakni sebesar 70% atau 30 responden merasa bahwa masyarakat setempat cukup 

memperhatikan mengenai kesuburan tanah karena sebagian masyarakat bekerja sebagai 

petani sehingga kesuburan tanah pada lahan pertanian menjadi sangat penting.  

Pada indikator sikap petani terhadap mencegah terjadinya bencana alam yakni sebesar 

75% atau 32 responden merasakan sejuah ini masyarakat setempat sudah cukup menjaga 



 

 

lingkungannya. Namun, Maraknya terjadi kasus illegal logging (penebangan liar) yang 

dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab menjadi salah satu pemicu besar terjadinya 

bencana alam di Desa Pela seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan, angin kencang 

beserta hujan, menyebabkan banjir dan memporak-porakan rumah warga yang berada di 

sekitar aliran sungai lebih khususnya banjir bandang yang terjadi pada 2 tahun belakangan 

ini.. 

Regulasi Pemerintah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap petani terhadap regulasi pemerintah yang 

meliputi: bentuk kerjasama kelompok dengan pemerintah, sistem pengelolaan memberi 

keuntungan secara sosial terhadap anggota kelompok, sistem pengelolaan memberi 

keuntungan secara ekonomi anggota kelompok dan mengurangi tingkat eksploitasi hutan 

yang dilakukan oleh mayarakat berada pada kategori Kurang Setuju. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilhat pada tabel berikut. 

Tabel 13. Sikap petani Terhadap Regulasi Pemerintah dalam pengelolaan HKm Di Desa 

    Pela Kecamatan Monta Kabupaten Bima 2022. 

No. 
Regulasi 

Pemerintah 

Kategori 

Total Baik 

(3) 

Kurang Baik 

(2) 

Tidak Baik 

(1) 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

1. Bentuk Kerjasama 

Kelompok Dengan 

Pemerintah 

6 14 27 63 10 23 43 100 

2. Sistem 

Pengelolaan 

Memberi 

Keuntungan 

Secara Sosial 

Terhadap Anggota 

Kelompok 

37 86 6 14 - - 43 100 

3. Sistem 

Pengelolaan 

Memberi 

Keuntungan 

Secara Ekonomi 

Anggota 

Kelompok 

28 65 15 35 - - 43 100 

4. Mengurangi 

Tingkat 

Eksploitasi Hutan 

Yang Dilakukan 

Oleh Mayarakat 

5 12 22 51 16 37 43 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2022  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sikap petani terhadap bentuk kerjasama 

kelompok dengan pemerintah yakni sebesar 63% atau 27 merasakan peran pemerintah dalam 



 

 

memberdayakan petani dalam meningkatkan fungsi dan manfaat pengelolaan hutan 

kemasyarakatan guna menunjang kegiatan pertanian di kawasan pela terbilang sudah cukup 

baik namun masih belum ada program yang terealisasikan seperti pembagian bibit pohon 

untuk ditanam pada lahan pertanian di kawasan hutan.  

Pada indikator sikap petani terhadap sistem pengelolaan memberi keuntungan secara 

sosial terhadap anggota kelompok yakni sebesar 86% atau 37 responden bahwa masyarakat 

yang tergabung dalam kelompok tani tani Wadu Me’e bisa saling membantu dan mempereret 

silaturahmi antar sesama anggota kelompok maupun dengan pendamping.  

Pada indikator sikap petani terhadap sistem pengelolaan memberi keuntungan secara 

ekonomi terhadap anggota kelompok yakni sebesar 65% atau 28 responden menanggapi 

bahwa keberadaan hutan kemasyarakatan di wilayah desa pela akan memberikan dampak 

posistif bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah memberikan akses 

kepada masyarakat untuk menggunakan lahan secara produktif dan dengan tetap menjaga 

keseimbangan ekosistem pada wilayah hutan sehingga akhirnya mampu mendorong 

peningkatan ekonomi bagi para petani.  

Pada indikator sikap petani terhadap mengurangi tingkat eksploitasi hutan yang 

dilakukan oleh mayarakat yaitu sebesar 51% atau 22 merasakan bahwa penanganan terhadap 

kasus eksploitasi hutan seperti illegal logging masih belum bisa tertuntaskan dengan baik 

karena masih banyaknya kasus-kasus serupa yang terjadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta mengacu pada tujuan penelitian maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela berada pada 

kategori Baik. Petani menyambut positif terhadap keberadaan HKm di Desa Pela. Hal 

tersebut menjadikan petani sangat kooperatif dan bersedia untuk diajak kerjasama 

untuk mengelola HKm pada Desa Pela. 

2. Sikap petani terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa pela berada pada 

kategori Setuju. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pela memberikan dampak 

posistif bagi kehidupan sosial dan ekonomi petani dengan fasilitas yang tersedia guna 

meningkatkan fungsi dan manfaat pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dalam 

menunjang kegiatan pertanian di Desa Pela. 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan kebijakan dalam HKm berupa sebuah 

model pengelolaan yang dapat mendukung tercapainya pengelolaan hutan untuk 

kepentingan ekonomi masyarakat sekitar hutan  di Desa Pela dengan tetap menjaga 

keberlanjutan dan kelestarian hutan sesuai dengan tujuan program HKm itu sendiri. 

2. Diharapkan kepada lembaga terkait untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

tentang pola tanam yang baik dalam menjaga kelestarian hutan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa agar dapat mencari 

faktor-faktor apa saja yang mempegaruhi persepsi maupun sikap petani terhadap 

pengelolaan HKm. 
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